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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :  1  TAHUN 2006
TENTANG

PEMBERLAKUAN KARTU KELUARGA (KK), KARTU TANDA PENDUDUK (KTP),
BUKU REGISTER AKTA DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2005 tentang Penghapusan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil, dengan ini menginstruksikan :

Kepada
: 
1. 
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Bupati/Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 

Untuk
:

PERTAMA 
:
Memberlakukan standar nasional Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

KEDUA
:
Ketentuan standar nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sebagai berikut :

a. Spesifikasi, pengadaan dan pengendalian blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil wajib mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 A Tahun 2005;

b. Mekanisme pelayanan dan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil wajib mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

c. Pencetakan blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil wajib mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 470 - 1007 MD Tahun 2005, tentang Penetapan Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Penduduk (Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil);

d. Biaya retribusi cetak blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil wajib diatur dalam Qonun.

KETIGA 
:
Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemberlakuan standar nasional Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

KEEMPAT 
:
Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan Kartu Tanda Penduduk Nasional yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.

KELIMA 
:
Semua ketentuan mengenai pemrosesan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk yang bertentangan dengan Instruksi ini dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM
:
Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

KETUJUH
: 
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 19 Januari 2006
MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

H. MOH. MA’RUF

